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Based on Republic of Indonesia Government Regulation 
Number 24 of 2022 concerning Medical Records, it is explained 
that every health service facility is required to maintain 
electronic medical records no later than December 31, 2023. At 
the Klampis Health Center, they still use manual medical 
records, but are planning to switch to electronic medical 
records. The purpose of study is to identify readiness for 
implementation. Electronic medical records at the Klampis 
Health Center. 

The method used in this research was quantitative 
descriptive. The population of this study were all officers at the 
Klampis Health Center who were involved in using and filling in 
medical records. Sampling method used a total sampling 
technique with a total of 60 respondents.  

Based on the analysis results in terms of the DOQ - IT 
method, the human resources aspect was in the very ready 
category with an average value of 4.11. In terms of 
organizational work culture was in the very ready category with 
an average score of 4.14. In the governance aspect, leadership 
was in the very ready category with an average score of 4.13. 
The IT infrastructure aspect was in the very ready category with 
an average value of 4.09. 

Using medical records will be easier by harmonizing 
technology such as electronic medical records. Health workers 
must be able to balance their competencies during the 
transition period. The implementation of EMR will speed up 
and facilitate information accessibility. Policy making, budget 
preparation, management support and IT infrastructure are 
very important in supporting the success of electronic medical 
records. 
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I. INTRODUCTION  

Menurut Permenkes No. 43 

Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat, Puskesmas yaitu suatu 

fasilitas pelayanan kesehatan yang 

berada pada tingkat pertama untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan 

bagi masyarakat maupun perseorangan 

dengan menekankan aspek promotif dan 

preventif guna mencapai derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi – 

tingginya di lingkup wilayah pelayanan 

kesehatan. Rekam medis adalah 

sekumpulan catatan dalam bentuk 

dokumen yang di dalamnya berisi data 

dan informasi mulai dari identitas pasien, 

pemeriksaan, riwayat penyakit, 
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pengobatan dan tindakan diberikan oleh 

tenaga kesehatan di suatu fasilitas 

pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 

2022). Dalam Peraturan ini juga 

dijelaskan bahwa Kementerian 

Kesehatan memberi kewenangan yang 

besar khususnya terhadap data dan isi 

rekam medis sudah harus berbasis 

elektronik paling lambat tanggal 31 

Desember 2023.  

Berdasarkan kebijakan di atas, 

maka mau tidak mau seluruh fasilitas 

pelayanan kesehatan termasuk 

Puskesmas harus segera menerapkan 

rekam medis elektronik. Adapun definisi 

dari rekam medis elektronik (RME) yaitu 

suatu inovasi rekam medis berbentuk 

sistem elektronik yang didalamnya berisi 

informasi kesehatan pasien termasuk 

perawatan dan perkembangan kondisi 

pasien yang tersimpan secara tepadu 

oleh petugas kesehatan (Burhan & 

Nadjib, 2023). Dalam Permenkes No. 24 

Tahun 2022 yang mencetuskan bahwa 

fasilitas pelayanan kesehatan yang 

melakukan pelanggaran dapat dikenakan 

sanksi administratif. 

Adapun implementasi dari RME 

sendiri tentu bukanlah hal mudah, artinya 

setiap fasilitas pelayanan kesehatan 

memiliki kondisi yang berbeda-beda 

sehingga perlu adanya kesiapan yang 

matang untuk menghadapi tantangan 

yang disebut dengan masa peralihan 

rekam medis manual menuju elektronik 

(Faida & Ali, 2021). Untuk mewujudkan 

implementasi RME, fasilitas pelayanan 

kesehatan harus mulai mempersiapkan 

segala komponen dalam 

menyelenggarakan RME sehingga dapat 

membantu mempercepat akses informasi 

medis pasien, meningkatkan akurasi 

diagnosis, meningkatkan efisiensi 

pengelolaan informasi medis, 

meningkatkan kualitas layanan 

kesehatan, serta meningkatkan 

keamanan data medis pasien (Haspari, 

2023). 

Penelitian yang dilakukan Faida & 

Ali et al. (2021) menyatakan bahwa 

Rumah Sakit Haji Surabaya dalam 

memberikan pelayanan terkait rekam 

medis masih belum memenuhi standar 

capaian yang ditentukan, dimana waktu 

penyediaan rekam medis masih melebihi 

standar, waktu pelayanan surat 

keterangan medis yang seharusnya ≤ 2 

hari masih mencapai standar 95,14%, 

Kelengkapan medis rawat inap masih 

mencapai 81,20% dan Pengembalian 

medis rawat inap 2x24 masih mencapai 

80,9%. Hal ini merupakan indikator 

pelayanan yang kurang baik, melalui 

RME diharapkan dapat meminimalisir 

keterlambatan pengiriman data pasien. 

Agar masalah tidak menjadi berlarut 

maka perlu analisis kesiapan 

implementasi RME di rumah sakit. 

Adapun penelitian lain yang 

dilakukan Hastuti & Sugiarsi (2023), 5 

puskesmas di Kabupaten Boyolali, saat 

ini sedang merencanakan persiapan 

penerapan RME. Sebagai upaya 

mendukung Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan dalam 

menyelenggarakan digitalisasi rekam 

medis. Selain itu penerapan rekam medis 

elektronik diharapkan dapat 

mempercepat pelayanan kepada pasien. 

Dalam pelaksanaannya, rencana 

penerapan RME pada 5 puskesmas 

tersebut masih ditemukan beberapa 

kendala yaitu minimnya sarana atau 

fasilitas seperti komputer dan perangkat 

keras lainnya. Selain itu, pengaruh 

budaya kerja dan sumber daya manusia 

di puskesmas yang masih nyaman dan 

terbiasa dengan sistem rekam medis 

manual. 

Berdasarkan studi pendahuluan 

yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 

2023, diperoleh informasi bahwa 

Puskesmas Klampis masih 

menggunakan rekam medis manual. 

Masalah yang sering terjadi yaitu 

penumpukan rekam medis di ruang 
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penyimpanan dikarenakan terlalu banyak 

penggunaan kertas sehingga potensi 

terjadinya kehilangan dan kerusakan 

tentu sangat berisiko. Penyediaan rekam 

medis juga sering melebihi standar waktu 

penyediaan yaitu lebih dari 10 - 15 menit 

dikarenakan penyimpanan rekam medis 

masih berbasis manual sehingga 

beberapa petugas terkadang 

membutuhkan waktu lama dikarenakan 

harus mencari rekam medis pasien di rak 

penyimpanan.  

Dari permasalahan di atas sering 

menimbulkan adanya keluhan dari pasien 

terkait pelayanan di Puskesmas Klampis, 

tentu hal ini akan mempengaruhi mutu 

pelayanan di Puskesmas Klampis. Selain 

itu, dampak yang mungkin akan terjadi 

yaitu Puskesmas akan mendapat teguran 

secara tertulis atau rekomendasi 

pencabutan akreditasi dari Kementerian 

Kesehatan. Oleh karena itu, perlu adanya 

penerapan RME, selain untuk mencegah 

risiko tersebut, juga akan mempercepat 

pelayanan pasien, meminimalisir 

penggunaan kertas serta petugas tidak 

perlu lagi mencari rekam medis di rak 

penyimpanan. Hal ini sesuai dengan 

Permenkes No. 24 Tahun 2022 yang 

mewajibkan setiap fasyankes 

menyelenggarakan RME paling lambat 

pada tanggal 31 Desember 2023. Namun 

dalam merealisasikannya, tentu 

dibutuhkan persiapan yang sangat 

matang untuk mencapai rekam medis 

elektronik. Sehingga peneliti tertarik 

untuk meninjau permasalahan terkait 

“Kesiapan Implementasi Rekam Medis 

Elektronik di Puskesmas Klampis”. 

 
II. METHODS 

Jenis penelitian deskriptif kuantitatif. 
Lokasi  penelitian di Puskesmas Klampis. 
Waktu studi pendahuluan dilakukan tanggal 
31 Oktober 2023 dan pengambilan data 
penelitian dilaksanakan pada bulan Mei – 
Juni 2024. Populasi seluruh petugas di 
Puskesmas Klampis yang terlibat 

penggunaan dan pengisian rekam medis 
dengan jumlah sebanyak 60 orang. Teknik 
sampling dengan teknik total sampling. 
Variabel penelitian terdiri dari sumber daya  
manusia, budaya kerja organisasi, tata kelola 
kepemimpinan dan infrastruktur TI. Cara  
pengumpulan data  
dengan google form. Semua instrument DOQ 
– IT yang telah diterjemahkan sebanyak 28 
item dinyatakan valid secara keseluruhan. 

III. RESULT 

Hasil penelitian ini dijabarkan pada 3 
kategori yaitu data penyebaran kuesioner, 
karakteristik responden dan hasil analisis 
kesiapan ditinjau dari DOQ-IT. 

 
3.1 Data Penyebaran Kuesioner 

 

Tabel 1. Data Penyebaran Kuesioner 

No Keterangan Jumlah 
Persent

ase 

 1 
Kuesioner yang 

disebar 
60 100% 

2 
Kuesioner yang 

terisi 
51 85% 

3 
Kuesioner yang 

tidak terisi 
9 15% 

Sumber : Data Primer diolah Peneliti (2024) 

 
Berdasarkan tabel 1 kuesioner yang 

disebarkan kepada 60 responden terdapat 51 
kuesioner yang terisi dan 9 kuesioner yang 
tidak terisi. Hal ini menunjukkan bahwa 
tingkat pengisian kuesioner lebih tinggi yaitu 
85% dibandingkan kuesioner yang tidak diisi. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
penelitian ini dapat diterima. 
 
3.2 Karakteristik Responden 

 
Tabel 2. Karakteristik Data Responden 

No Jenis Jumlah 
Persent

ase 

 1 Jenis Kelamin   

 Laki-laki 14 27% 

 Perempuan 37 73% 

 Jumlah 51 100% 

2 Usia   

 20 – 30 tahun 6 12% 

 31 – 40 tahun 20 39% 

 41 – 50 tahun 19 37% 
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 51 – 60 tahun 6 12% 

 > 60 tahun 0 0% 

 Jumlah 51 100% 

3 
Pendidikan 

Terakhir 
  

 SMA 2 4% 

 D3 12 24% 

 D4/S1 37 72% 

 S2 0 0% 

 S3 0 0% 

 Jumlah 51 100% 

4 Masa kerja   

 < 1 tahun 0 0% 

 1 – 5 tahun 8 15,7% 

 6 – 10 tahun 9 17,6% 

 11 – 20 tahun 25 49% 

 > 21 tahun 9 17,6% 

 Jumlah 51 100% 

Sumber : Data Primer diolah Peneliti (2024) 

 
Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat 

dilihat data reponden perempuan (73%) lebih 

banyak dari pada laki – laki (27%). Adapun 

karakteristik responden berdasarkan usia 

sebagian besar responden Puskesmas 

Klampis berada pada rentang usia 31 – 40 

tahun. Pada umumnya, rentang usia ini 

masih termasuk dalam masa produktif. 

Dilihat dari pendidikan terakhir responden 

didominasi oleh lulusan D4/S1 yakni 

sebanyak 37 (72%). Sedangkan jika dilihat 

dari masa kerja responden paling banyak 

berada pada rentang 11 – 20 tahun. 

 

3.3 Kesiapan Implementasi RME ditinjau 
dari aspek sumber daya manusia 

Tabel 3. Nilai Kesiapan Sumber Daya 
Manusia 

No Indikator Rata-rata 
Interpre

tasi 

 1 
Staf  klinis dan 

administrasi 
4,07 

Sangat 
siap 

2 Pelatihan 4,18 
Sangat 

siap 

Total 4,12 
Sangat 

siap 

Sumber : Data Primer diolah Peneliti (2024) 

 

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan 

bahwa area kesiapan staf klinis dan 

administrasi memiliki skor 12,2 dari 3 

pertanyaan didapatkan nilai rata – rata 4,07. 

Hal ini bermakna bahwa para staf klinis 

maupun administrasi di Puskesmas Klampis 

sangat siap untuk implementasi rekam medis 

elektronik. Adapun indikator pelatihan juga 

berada pada kategori sangat siap dengan 

nilai rata – rata 4,18. Sehingga didapatkan 

nilai rata – rata pada variabel sumber daya 

manusia sebesar 4,12 dengan skor 20,55 

yang bermakna bahwa area kesiapan pada 

variabel sumber daya manusia sangat siap 

untuk implementasi RME. 

 

3.4 Kesiapan Implementasi RME ditinjau 
dari aspek budaya kerja organisasi 
 

Tabel 4. Nilai Kesiapan Budaya Kerja 
Organisasi 

No Indikator Rata-rata 
Interpret

asi 

 1 Budaya 4,14 
Sangat 

Siap 

2 
Keterlibatan 

Pasien  
4,18 

Sangat 
Siap 

3 
Proses Alur 

Kerja 
4,01 

Sangat 
Siap 

4 
Manajemen 

Informasi 
4,18 

Sangat 
Siap 

Total 4,13 
Sangat 

siap 

Sumber : Data Primer diolah Peneliti (2024) 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa 

nilai budaya dari 4 pertanyaan memiliki skor 

16,57 dan nilai rata – rata 4,14. Indikator 

keterlibatan pasien memiliki nilai rata – rata 

yang sama dengan indikator manajemen 

informasi yaitu 4,18. Sedangkan pada aspek 

proses alur kerja merupakan area kesiapan 

terendah dengan skor 8,02 dan nilai rata – 

rata 4,01. Dari keempat variabel tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa kesiapan 

implementasi RME pada variabel budaya 

kerja organisasi memiliki nilai rata – rata 4,13 

dengan area kesiapan tertinggi pada 

indikator keterlibatan pasien dan manajemen 

informasi. 
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3.5 Kesiapan Implementasi RME ditinjau 
dari aspek tata kelola kepemimpinan 
 

Tabel 5. Nilai Kesiapan Tata Kelola 
Kepemimpinan 

No Indikator Rata-rata 
Interpret

asi 

 1 Kepemimpinan 4,12 
Sangat 

Siap 

2 Strategi 4,16 
Sangat 

Siap 

3 Akuntabilitas 4,06 
Sangat 

Siap 

4 
Dukungan 

Manajemen IT 
4,15 

Sangat 
Siap 

Total 4,13 4,12 

Sumber : Data Primer diolah Peneliti (2024) 

 

Berdasarkan perhitungan tabel 5 di 

atas, indiikator kepemimpinan memiliki 

jumlah skor 8,24 dengan rata – rata 4,12. 

Indikator strategi memiliki skor sebesar 8,33 

dan nilai rata – rata 4,26. Indikator 

akuntabilitas memiliki jumlah skor dan nilai 

rata – rata sebasar 4,06. Adapun indikator 

dukungan manajemen IT memiliki skor 12,45 

dan nilai rata – rata 4,15. Dari keempat 

indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

area kesiapan implementasi RME pada 

variabel tata kelola kepemimpinan memiliki 

skor 33,07 dan nilai rata – rata 4,12 dengan 

kategori sangat siap. 

 

3.6 Kesiapan Implementasi RME ditinjau 
dari aspek infrastruktur teknologi 
informasi 
 

Tabel 6. Nilai Kesiapan Infrastruktur IT 

No Indikator Rata-rata 
Interpret

asi 

 1 Infrastruktur IT 4,19 
Sangat 

Siap 

2 
Keuangan dan 

Anggaran 
3,99 

Cukup 
Siap 

Total 4,13 4,09 

Sumber : Data Primer diolah Peneliti (2024) 

 

Berdasarkan tabel di atas, indikator 

kesiapan infrastruktur IT dengan jumlah 2 

pertanyaan didapatkan skor 8,38 dengan 

nilai rata – rata 4,19 tergolong dalam kategori 

sangat siap. Sedangkan indikator kesiapan 

keuangan dan anggaran dengan jumlah 2 

pertanyaan didapatkan skor 7,89 dengan 

nilai rata – rata 3,99 yang bermakna indikator 

ini tergolong dalam kategori cukup siap. Dari 

kedua indikator tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa area kesiapan implementasi RME 

pada variabel infrastruktur IT memiliki skor 

16,36 dengan nilai rata – rata 4,09. 

 

3.7 Hasil analisis kesiapan ditinjau dari 
DOQ-IT 
 

Tabel 7. Interpretasi Penilaian Kesiapan 
RME 

No Indikator Rata-rata 
Interpret

asi 

 1 
Sumber Daya 

Manusia 
4,11 

Sangat 
Siap 

2 
Budaya Kerja 

Organisasi 
4,14 

Sangat 
Siap 

3 
Tata Kelola 

Kepemimpinan 
4,13 

Sangat 
Siap 

4 Infrastruktur TI 4,09 
Sangat 

Siap 

Total 4,13 4,12 

Sumber : Data Primer diolah Peneliti (2024) 
 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas 
menunjukkan skor total dari penilaian 
kesiapan RME dari 28 item pertanyaan 
sebesar 115,48 berada pada range 1 dengan 
interpretasi sangat siap. Artinya dari 
keseluruhan aspek DOQ – IT, Puskesmas 
Klampis sudah sangat siap untuk 
implementasi rekam medis elektronik. 
Adapun dari keempat aspek tersebut, nilai 
tertinggi terdapat pada aspek budaya kerja 
organisasi dengan nilai rata – rata 4,14. 
Sedangkan nilai terendah terdapat pada 
aspek infrastruktur dengan nilai rata – rata 
4,09 namun masih tergolong kategori sangat 
siap. 

IV. DISCUSSION 

4.1 Kesiapan Implementasi RME ditinjau 

dari Aspek Sumber Daya Manusia 

Dilihat dari segi keterlibatan staf klinis 
dan administrasi, di Puskesmas Klampis 
telah dibuat susunan kepegawaian untuk 
kebutuhan staf dalam implementasi dan 
penggunaan RME. Hal ini dibuktikan 
berdasarkan nilai rata – rata kesiapan yang 
diperoleh yaitu 4,07. Selain itu, staf yang 
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didedikasikan untuk proyek RME telah 
berpengalaman dan dididik tentang fungsi 
RME. 

Menurut Hastuti & Sugiarsi (2023), 
salah satu kesuksesan dalam implementasi 
RME adalah dengan adanya keikutsertaan 
staf klinis maupun administrasi dalam proses 
desain dan perencanaan implementasi. 
Untuk menuju pada perubahan tersebut, 
dokter maupun staf medis perawat 
menyadari bahwa sebagai pengguna 
memiliki peran yang penting dalam 
memberikan masukan. Teori ini sejalan 
dengan penelitian Yanti (2023) yang 
menyatakan kesiapan implementasi rekam 
medis elektronik meliputi staf medis, staf 
administrasi dan manajerial berperan 
sebagai pengguna RME sistem dan bagian 
dari pembut kebijakan dalam menentukan 
keberhasilan RME.  

Staf klinis maupun administrasi 
mepunyai peran penting dalam perencanaan 
implementasi RME, dikarenakan mereka lah 
yang akan menggunakan RME tersebut. 
Segala bentuk kebutuhan staf mengenai 
RME juga termasuk kebutuhan dalam 
perancangan RME, sehingga produk yang 
dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan 
dan para staf pun nyaman dengan awal 
perubahan sistem penggunaan rekam medis 
elektronik. 

 
4.2 Kesiapan Implementasi RME ditinjau 

dari Aspek Budaya Kerja Organisasi 

Pada segi budaya didapatkan nilai 
rata – rata sebesar 4,14 dengan kategori 
sangat siap. Hal ini mengartikan bahwa di 
Puskemas Klampis sebagian besar petugas 
setuju untuk menerima dan ikut serta dalam 
pengambilan keputusan. Selain itu, 
Puskesmas Klampis telah 
mendokumentasikan pembahasan kerangka 
kerja prioritas peralihan rekam medis manual 
menuju elektronik. 

Menurut Ningsih et al. (2023), secara 
umum, pada tahap awal implementasi rekam 
medis elektronik perlu adaptasi perubahan 
budaya yang akan berdampak secara 
fisiologis maupun fisik. Budaya kerja yang 
baik juga menjadi komponen penting dalam 
menilai kesiapan, karena budaya kerja 
menggambarkan keberhasilan pimpinan 
dalam menetapkan regulasi seperti kebijakan 
maupun proses bisnis yang terkait dengan 

aktivtas user dalam menggunakan RME. 
Adapun menurut Masyfufah & Uktutias 
(2021), kesiapan budaya kerja dalam 
perencanaan RME sangat diperlukan dengan 
melibatkan semua tim untuk meningkatkan 
komunikasi yang efektif dan menjadi langkah 
yang baik ke area perubahan.  

Kesiapan budaya mencakup persepsi 
tenaga kesehatan dalam penerimaan 
implementasi RME, dikhawatirkan apabila 
tenaga kesehatan masih nyaman dengan 
penggunaan rekam medis manual 
dibandingkan elektronik. Oleh karena itu, 
dikatakan budaya nya siap apabila seluruh 
tenaga kesehatan siap menerima dan 
memahami manfaat dari perubahan tersebut. 

 
4.3 Kesiapan Implementasi RME ditinjau 

dari Tata Kelola Kepemimpinan 

Dari segi kepemimpinan dinilai sangat 
siap dengan perolehan nilai rata – rata 4,12. 
Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di 
Puskesmas Klampis memahami manfaat 
RME untuk efisiensi dan sasaran 
peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu, 
tim pengambil keputusan telah 
menjadwalkan waktu perencanaan rekam 
medis elektronik. 

Pada penelitian Fitriyah et al., (2022), 
peningkatan kinerja pegawai merupakan 
salah satu keberhasilan seorang manajer 
dalam melaksanakan tugas 
kepemimpinannya begitupun sebaliknya 
penurunan kinerja akan sangat berpengaruh 
terhadap gaya kepemimpinan seorang 
manajer. Peran dukungan kepemimpinan 
dan tata kelolanya berpengaruh pada adopsi 
sebuah teknologi karena pemimpin 
merupakan jajaran tertinggi dalam 
pengambilan keputusan. Adapun menurut 
Faida & Ali (2021), tata kelola kepemimpinan 
yang baik adalah mempunyai suatu 
peraturan yang wajib dipatuhi oleh petugas. 
Himbauan menjalankan rekam medis 
elektronik merupakan salah satu bentuk 
kebijakan yang dapat diberikan dan 
disosialisasikan dalam bentuk advokasi dan 
edukasi kepada petugas. 

Peran pemimpin dan tata kelola tentu 
mempengaruhi perkembangan suatu 
organisasi atau tim, karena pemimpin berada 
pada posisi tingkat tinggi dalam pengambilan 
keputusan. Begitupun dengan progress 
implementasi rekam medis elektronik 
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bergantung pada support, strategi dan 
keputusan pimpinan. 

 
4.4 Kesiapan Implementasi RME ditinjau 

dari Aspek Infrastruktur IT 

Pada aspek infrastruktur IT dinilai 
sangat siap. Yang mana hardware dan 
software di Puskesmas Klampis sudah 
memenuhi kebutuhan untuk penerapan 
RME. Meskipun jaringan di Puskesmas 
Klampis masih terkadang mengalami 
gangguan error, namun sudah ada rencana 
untuk menggunakan platform dengan 
ketersediaan tinggi dan akan memenuhi 
standar transaksi klinis dan administrasi. 

Menurut Bhayza & Subinarto (2024), 
diperlukan infrastruktur teknologi informasi 
yang memadai, agar rekam medis elektronik 
dapat meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan. Adapun dalam penelitian Susilo 
et al., (2024) yang menyatakan bahwa 
keberhasilan pelaksanaan   RME   
bergantung   pada ketersediaan     perangkat     
keras     dan perangkat lunak yang memadai, 
serta lapisan keamanan yang kuat. Sehingga 
pembangunan infrastruktur teknologi 
informasi perlu memperhatikan keamanan 
data, jaminan privasi, dan akuntabilitas. 

Dalam tahap kesiapan penerapan 
rekam medis elektronik bukan hanya 
mengandalkan sumber daya manusia, 
namun juga bergantung pada infrastruktur IT 
sebagai sarana dan prasarana penunjang 
rekam medis elektronik. Infrastruktur IT di 
suatu fasyankes dinilai siap apabila memiliki 
standar kemanan dan integrasi data level 
tinggi. 

V. CONCLUSION 

Berdasarkan hasil penilaian dan 
analisis terhadap kesiapan implementasi 
RME dengan metode DOQ – IT di 
Puskesmas Klampis, diperoleh total skor 
sebesar 115,48 dengan nilai rata-rata 
4,12. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
Puskesmas Klampis sangat siap dalam 
implementasi RME. Adapun kesimpulan 
dari masing – masing variabel sebagai 
berikut: 
a. Aspek sumber daya manusia masuk 

dalam kategori sangat siap dengan 
perolehan nilai rata – rata sebesar 
4,11)  

b. Aspek budaya kerja organisasi masuk 
dalam kategori sangat siap dengan 
perolehan nilai rata – rata sebesar 
4,14 

c. Aspek tata kelola kepemimpinan 
masuk dalam kategori sangat siap 
dengan perolehan nilai rata – rata 
sebesar 4,13 

d. Aspek infrastruktur IT masuk dalam 
kategori sangat siap dengan 
perolehan nilai rata – rata sebesar 
4,09. 
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